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BAB I 

PENDAHlJLUAN 

l. PERMASALAHA~: La tar Belakang Dan Rumusannya 

Membi~.:arakan sistem pemerintahan negara adalah membicarakan 

bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan lembaga-lemba~a negara yang 

menjalankan kekuasaan negara itu, dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat. 

Di dunia barat, khususnya eropa barat sudah menjadi kebiasaan untuk 

memisahkan tugas pemerintahan negara dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu: 1 

a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat UU, 

b. Kekuasan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan UU, 

c. Kekuasaan yudisiil, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan UU 

(mengadili) . 

Jolm Locke (ahli tata negara lnggri.s) dalam bukunya berjudul Two 

Treatieses on Civil Government (1690) memisahkan kekuasaan setiap negara dalam:2 

a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang, 

b. Kekuasaan ek:::;ekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan Undang-Undang, 

c. Kekuasaan Federatif, yaitu kekuasaan mengadakan perserikatan dan alliansi 

se11a segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. 

1 Mash uri Maschab, Kekuasaan Eksekutif di Indonesin, Bina Aksara, Jakarta I 983, hal I 
2 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi 

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta 1980, hall30 
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Montesquieu (1689-1755), dalam bukunya L 'esprit Des Lois Uiwa 

Undang-Undang), mengatakan dalam tiap-tiap pemerintahan terdapat tiga jenis 

kek uasaan ( eksekutif, legislatif, yudisiil) yang harus terpisah, baik fungsi ( tugas) 

maupun alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan, agar tindakan sewenang-

wenang dari raja dapat dihindarkan. Ketiga kekuasaan ini dilaksanakan sernata dan 

selengkap-lengkapnya wewenang yang ditentukan padanya masing-masing, yaitt.r 3 

1. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat, 

2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah, 

3. Kekuasaan yu1isii1, dilaksanakan oleh badan perad\lan. 

Sir rvor J~nning ' s membedakan pemisahan kekuasaan (the separation of 

powers) dalam dua macam:4 

1. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, yaitu pemisahan kekuasaan dalam 

arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas 

kenegaraan, yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan 

kekuasaan itt.1 dalam tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudisiil. Disebut 

dengan "separation of powers" (pemi3ahan kekuasaan), 

2. Pemisahan kekuasaan dalam arti forrnil, ialah jika pembagian kekuasaan itu 

tidak dipertahankan dengan tegas. Disebut dengan "divition of powers" 

(pembagian kekuasaan) . 

3 C.S. T. Kansil, Sistem Pemerintahan Inrlonesia, Aksara Baru, Jakarta 1978, hal 28 
4 Ibid, hal 32 
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Pemisahan ketiga kebasaan ini, kita dapati dalam sistern ketatanegaraan 

berbagai negara, walaupw1 batas pembagian itu tidak selalu sernpurna, karena kadang 

satu sarna lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan pengamh mernpengaruhi. 

Sistern pemerintaban rnenurut UUD 1945 sangat wllk, dalam beberapa 

hal ada kesamaan dan kemiripannya dengan sistem dan praktek ketatanegaraan di 

negara lain.5 Menganut fi.mgsi pernbagian kekuasaan, masing-masing bidang 

kekuasaan tidak sama sekali terpisah. Bal1kan dalam beberapa hal terdapat kerjasama 

yang erat, rnisalnya antara Presiden dan DPR dalarn pernbuatan UU (legislatif). 

UUD 1945 menganut sistem pembngian kekuasaan karena:6 

l. Undang-Undang Dasar 1945 tidak: mernbatasi sccara tajarn, bahwa setiap 

kekuasaan harus dilakukan oleh satu organ/badan tertentu yang tidak boleh 

sating campur tangan, 

2. Undang-Undang Dasar 1945 tidak rnembatasi kekuasan-kekuasaan itu dibagi 

atas tiga bagian saja juga tidak membatasi pernbagian kekuasaan dilakukan 

oleh tiga organlbadan saja, 

3. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mernbagi h<!bis kekuasaan rakyat yang 

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, kepada krnbaga-lembaga 

negara laitmya. 

5 Philipus M. Hadjon, Lembaga Te•·tinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Nega.-a Menumt 
U1JD 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan, Bina Ilmu, Surabaya 1987, hal. IX 

6 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.cit, Hal 169 
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Lembaga negara di Indonesia yaitu: Majelis Pennusyawaratan Rakyat., 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat., Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah 

Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Namun yang nyata-nyata disebnt sebagai 

pemegang hak memm1t Undang-Undang Dasar 1945 hanya dua lembaga yaitu: 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara (Bab lll) dan Mabkamah 

Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman (Bab IX). 

MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat kedudukannya lebih tinggi 

dari kelima lembaga negara lainnya, disebut lembaga tertinggi negara, lima lembaga 

negara yang lain disebut lembaga tinggi negara (Ketetapan MPR No. JTI/MPR/1978) . 

Lembaga tinggi negara yang mempunyai wewenang lebih besar 

dibandingkan dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah Presiden, karena Presiden 

mandataris MPR menjalankan roda pemerintahan dan segala Ketetapan MPR. UUD 

1945 juga telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Presiden. 

Dibandingkan dengan lembaga tinggi negara lainnya, wewenangnya melipute 

l. Wewenang sebagai Kepala Negara, PasallO sampai Pasall5 UUD 1945, 

2. Wewenang selaku kepala pemerintah Republik Indonesia (eksekuti:f), yaitu 

Pasal4 ayat (1) jo. Pasal5 ayat (2) UUD 1945, 

3. Wewenang dibidang legislatif, yaitu Pasal5 ayat (1), Pasal. 20 ayat (1.), Pasal 

21 ayat (l) UUD 1945, 

4. Wewenang sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

7 Philipus M. Hadjon, Op.cit, hal 42 
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Berbagai sebutan pada jabatan Presiden telah dijadikan kekuasaan baru, 

misalnya Presiden adalah mandataris Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Presiden 

memegang jabatan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, 

pada akhirnya terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden, sehingga Presiden menjadi 

penguasa yang otmiter. 

Orde refonnasi ini setelah gerakan mahasiswa berhasil memaksa Soeharto 

lengser, maka angin keterbukaan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Diawali 

keberhasilan pemilu 1999 yang telah berlangsung relatif bebas fair dan jurdil untuk 

kali pertama setelah pemilu 1955 disambut suka cita karena diasmnsikan produk yang 

dihasiJkan bakallebih bermutu daripada produk pemilu pada masa orde baru. 

Terpilihnya Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang telah mendapatkan 

legitimasi secara demokratis dari :-akyat melalui suatu mekanisme perwakilan politik, 

sehingga membe··ikan harapan baru terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa sebagai upaya berputamya kembali roda perekonomian bangsa secara 

merata, yang selama orde baru telah mengabaikan aspek pemerataan ekonomi dalam 

masyarakat. Akibatnya terjadi kesenjangan ekonomi dan KKN yang tumbuh subur di 

segala bidang. 

Di era reformasi masyarakat sangat berharap keadaannya bisa lebih baik 

sebab pemerintahannya legitimate, temyata di bidang huk:um muncul berbagai kasus 

akhir-akhir ini berkaitan dengan kebijakan Presiden, diantaranya: keinginan Presiden 

membuka hubungan dagang dengan Israel, persetujuannya atas referendum aceh, 

tawaran Presiden kepada Gubemur Bank Indonesia untuk mtmdur atau menjadi 
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tersangka kasus Bank Bali, ingin mencabut TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966, 

menuduh Yusuf kalla dan Laksamana Sukardi terlibat KKN, Kasus Buloggate, 

Bruneigate, Dan lain-lain. 

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu keprihatinaJ;l penulis atas 

polemik atau perdebatan yang terjadi seputar kebijakan politik maupun hukum dari 

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid di dalatr.. menjalankan wewenangnya di satu sisi. 

Pada sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat merasa dilangkahi oleh Presiden. 

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dalam menjalankan 

beberapa wewenangnya senantiasa dibatasi oleh wewenang Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Mahkamah Agung. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar 

1945 setelah perubahan yaitu: Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (I), Pasal 11 , Pasal 

13 , Pasal 14, Pasal 15, Pasal20 dan Pasal20A Undang-Undang Dasar 1945 . 

Adanya keharusan pemerintah termasuk Presiden untuk berkonsultasi , 

meminta pendapat, atau meminta persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 

Dewan Perwakilan Rakyat sebelum membuat keputusan yang sangat strategis, 

merupakan era baru bagi bangsa Indonesia yang masih ::nemerlukan penyesuaian 

sikap dari Presiden yang tadinya cenderung kelihatan bersikap otoriter. 

Dari latar belakang tersebut diatas, selanjutnya penulis merumuskan 

beberapa permasalahan dari tulisan ini, sebagai berikut: 

1.. Apa V'ewenang Presiden menurut UUD 1945 sebelurn ada pembahan? 

2. Apa wewenang Presiden menurut UUD 1945 setelah terjadi perubahan? 
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2. PENJELASAN JUDUL 

Dalam konteks hukum tata negara, Wewenang (bevoegd.heid) di 

deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtmach), jadi dalam konsep hukum 

publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.8 

Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presidenlah yang menjalankan halua:1 negara 

menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Presiden yang di angkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tunduk dan 

bertanggung jawab kepada Majelis . Ia adalah "Mandataris" dari Majelis, ia juga 

berkewajiban menjalankan putusan-putusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

UUD 1945 adalah hukurn dasar tertulis negara Republik Indonesia. Di 

Juar hukum dasar ini masih ada hukum dasar tidak tertulis (konvensi) yang dijadikan 

acuan dalam berbangsa dan bemegara.90leh karena UUD1945 itu bersifat singkat 

maka Undang-Undang Dasar 1945 dilengkapi dengan Ketetapan Majelis 

Pennusyawaratan Rakyat sebagai penjabaran nilai-nilainya dan Undang-Undang. 

Judul wewenang Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang 

Dasar 1945 mengandtulg makna bahwa Presiden dalam menjalankan wewenangnya 

tidak hanya berturnpu kepada Undang-Undang Dasar 1945 namun juga kepada 

Ketetapan MPR dan konvensi ketatanegaraan yang berlaku serta Undang-Undang. 

8 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah Tanpa Tahun, dalam Abd. Rahm.m, Fungsi 
MA dalam Penyelesaian Keberatan Terhadap Pembatalan Peratu.-an Daerah, Tesis Program 
Studi llmu Hukum Progran Pasca Sarjana Unair, Surabaya 2000, hal. 45 

9 Penjelasan Umum UUD 1945 
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3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara tertinggi di bawab 

MPR. Untuk menjalankan peme1intahan Negara maka Presiden mempunyai 

kewenangan atau kekuasaan tmtuk terselenggaranya pemerintahan negara. 

Wewenang Presiden yang telah ditentukan dalam UUD 1945 meliputi : 

Wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan (Eksekutit), Wewenang Presiden 

didalam membentul: UU (Legislatif), Wewenang Presiden sebagai Kepala Negara 

serta W ewenang Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Wewenang yang dimiliki Presiden tersebut nampak begit11 besar, 

sehingga di dalam perjalar..an pelaksanaan pemerintahan negara selama ini telah 

menjadikan Presiden sebagai penguasa yang sangat otoriter dapat bertindak 

sewenang-wenang sebagaimana telah terjadi pada masa sebelum reformasi. 

Dengan adanya refonnasi maka ada kehendak dari seluruh rakyat tmtuk 

menata kembali struktur kenegaraan di. Indonesia. Kehe:1dak tersebut antara lain 

diwujudkan dengan cara mengubah Undang-Undang Dasar 1945 . 

Menurut hemat penulis kejadian ini memerlukan kajian yang mendalam 

mengingat keheudak merubal1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak di dasari oleh 

kebutuhan hukum semata, namun juga banyak didasari oleh dendam politik masa lalu 

di mana Presiden terlalu otoriter. Perubahan yang ada sekarang ini mengarah kepada 

suatu pernbatasan kekuasaan Presiden terlalu berlebihan. Yang menjadi kepri.hatinan 

penulis adalah kehendak membatasi kekuasaan Presiden tidak cukup hanya di dalam 

UUD 1945 namtm juga dituangkan dalam ketetapan MPR. 
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4. TUJUAN PENULISAN 

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah tmtuk memenuhi persyaratan 

kelulusan dalam menempuh pendidikan S-I di Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga. Adaptm tujuan lainnya yaitu agar skripsi ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran hukum dalam konteks ketatanegaraan di fndonesia dan 

memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan penulis sendiri pada khususnya 

maupun bagi para pemerhati masalah ketatanegaraan di Indonesia pad·1 umurnnya. 

5. METODOLOGI 

Metode yang penulis pergtmakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum dengan cara 

melakukan penelitian atas bahan pustaka atau penulisan hukum kepustakaan. 

5.1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis 

normatif, yaitu pendekatan masalah yang mendasarkan pada peraturan perundang-

tmdangan yang masih relevan atau berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. 

Dalam pemecahan masalah penulis menggunakan metode deskriptif 

analitis, yuridis sistematis dan perbandingan. Metode ini menitikberatkan pada 

pemecahan masalah yang ada dengan mengumpulkan dan menyusun data-data, 
I 

kemudian dijelaskan dan dianalisis dengan menghubtmgkan antara pasal yang satu 

dengan yang lain serta membandingkan pasal-pasal sebelum dengan pasal-pasal 

setelah perubahan UUD 1945 khususnya yang berkait dengan wewenang Presidt!n. 
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5.2. Sumber Data 

Y aug digunakan dalam penulisan skripsi in.i adalah data sekunder. Data­

data tersebut penulis peroleh dari studi-studi kepustakaan yaitu dengan 

mengumpulkan dan membaca literatur-literatur, khususnya buku-buku, majalah, 

koran dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah wewenang 

Presiden baik yang secara langsung berkaitan maupun yang tidak secara langsung 

berkaitan. 

5.2.1. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Prosedur pengwnpulan data dilakukan dengan cara menghimptm data­

data berupa peraturan penmdang-undangan yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan serta data lain yang diperlukan dalam rangka menunjang penulisan ini. 

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan mengadakan 

penyeleksian, yaitu mengadakan kutipan-kutipan langstmg maupun tidak langstmg. 

disusun secara berurutan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam bagian tersebut. Dari data-data tersebut penulis kemudian mengelompokkan 

dan menyusunnya. Setelah itu penulis membahas dari segi hukum dengan mencari 

hubungan antara data-data yang satu dengan data-data yang lain agar sesuai dengan 

basil yang diharapkan. 

5.2.2. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode historis yurid.is, 

yuridis sistematis, dan metode perbandingan. Dari data-data yang telah penul!s 

peroleh, kemudian data-data tersebut penulis susun dan dianalisa. 
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6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN 

Sisternatika penulisan skripsi ini disusun berdasarkan perrnasalahan yang 

ada yang terdiri atas Bab pertama, yaitu pendahuluan, didalarnnya diketengahkan 

latar belakang penulisan, perumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan 

penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika penulisan sebagai 

langkah awaltmtuk memperrnudah penulisan. 

Bab dua membahas masalah wewenang Presiden st:belum pembahan 

Undang-Undang Dasar 1945 . Dalam Bab ini akan dianalisis tentang wewenang 

Presiden, kecenderungan tindakan Presiden dalam praktek. 

Bab tiga membahas masal.ah wewenang Presiden setelah pembahan 

Undang-Undang Dasar 1945 . Da!am bab ini akan ditelaah kemungkinan pelaksanaan 

pemerintahan yang berbasis pada keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. 

Berdasarkan uraian-uraian eli dalam bab dua dan bab tiga tersebut, 

jawaban kedua perrnasalahan yang telah diketengahkan aka.n ditarik kesimpulan 

dalam bab em pat sebagai bab terakhir. 



BAB II 

WEWENANG PRESlDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

SEBELUM PERUBAHAN 

12 

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur wewenang Presiden di dalam Bab 

III yaitu mengenai kekuasaan pemerintahan negara. wewenang Presiden tersebut 

meliputi wewenang sebagai kepala pemerintahan, wewenang dalam rnembentuk 

Undang-Undang; wewenang sebagai Kepala Negara dan wewenang sebagai 

mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

1. WEWENANG PRESlDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN 

Presiden R.I. memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 

ayat (1) UUD 1945). Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara tertinggi di 

bawah MPR (Penjelasan UUD 1945 mengenai Sistim Pemerintahan Negara angka 

IV). Presiden ialah Kepala kekuasaan Executit..:f dalarn Negara (Penjelasan Pasal 4 

dan Pasal 5 UUD 1945). Dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh 

W akil Presiden (Pasal 4 (2) UUD 1945) dan rnenteri negara (Pasal 17 UUD 1945). 

Wynes berpendapat bahwa kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan 

melaksanakan Undang-Undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta 

mempertahankan tata tertib dan keamanan di dalam maupun diluar negeri .10 

10 Ismail Suny, Per·geserr.:n Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta 1977, hal. 44 
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Presiden Republik Indonesia selain memegang kekuasaan pemerintahan, 

ia juga penyelenggara tertinggi Pemerintah Negara. Dengan dernikian seluruh tugas 

dan fungsi pemerintahan negara dari negara Republik l!ldonesia berada di tangan 

Presiden dan Presiden jngalah penyelenggara tertinggi pemerintahan negara tersebut, 

karena itu wewenang P~esiden dalarn hal ini dapatlah dikatakan sangatlah luas. 

Berdasarkan penafsiran sisternatis, wewenang Presiden sebagai kepala 

Pemerintahan amatlah luas meskipun tetap terbatas. Hal ini bisa dilihat dari judul Bab 

Ill UUD 1945 rnengenai kekuasaan Pernerintahan Negara, tidak hanya dalam Pasal4 

UUD 1945 saja, melainkan meliputi keseluruhan Pasal yang terdapat dalam Bab III 

UUD 1945, yaitu wewenang kepala pemerintahan, rnembentuk UU (legislatit), 

sebagai Kepala Negara dan wewenang sebagai mandataris MPR. 

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan maka Presiden rnempunyai 

tugas dan kewenangan tmtuk rnenjalankan UU dan kewenangan untuk membuat 

Peraturan Perner ... ntah!pouvoir reglementer (penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) 

UUD 1945). Dalam menjalankan UU, Presiden dapat menjalankan sesuai dengan 

kehendaknya karena Presiden bisa membuat rambu-rambu yang bisa mernberi 

keleluasaan dalam melakukan kebijakan-kebijakan, hal ini disebabkan ia sendiri 

mempunyat kewenangan untuk membentuk UU (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945), 

meskipun dalam membentuk UU disyaratkan adanya persetujuan DPR namun karena 

sustman DPR di tetapkan dengan UU (Pasal19 ayat (1)), maka secara tidak langsung 

dapat disimpulkan bahwa DPR pada waktu itu merupakan lembaga bentukan 

Presiden. Dalam rnenetapkan Peraturan Pemerintah juga d.emikian. 
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2. WEWENANG PRESIDEN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG 

Wewenang Presiden dalam membentuk UU diatur dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbtmyi: "Presiden memegang kekuasaan 

membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." 

Makna "memegang kekuasaan " menumt A. Hamid S. Attamimi haruslah 

diartikan "memegang kewenangan" karena sesuatu kekuasaan (macht) dalam hal ini 

kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (wetgevende macht) memang 

mengandung kewenangan untuk membentuk Undang-Undang. 11 

Makna kata "dengan persetujuan Dewafi Perwakilan Rakyat ". Kata 

persetujuan mengandung arti rnenyatakan setuju, kata setuju berarti sepakat dan 

menyetujui berarti membenarkan, mengiyakan.12 Dengan demikian kata "dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat " dapat diartikan dengan kesepakatan atau 

pembenaran DPR. Menurut Rasji, kata "dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat " hanya bersifat hak dan bukan ikatan kewaji.ban DPR membentuk. Undang-

Undang, artinya Dewan Perwakilan Rakyat boleh menyetujui boleh juga tidak 

menyetujui atas Rancangan UU yang telah diajukan pemerintah kepadanya.13 

Kata "bersama-sama " dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 dalarn bahas Indonesia berarti serentak atau berbarengan .14 

11 A. Hamid S. Attarn irni, Per·anan Keputusan Pr·esiden Republik Indonesia dalam Rangka 
Penyelenggaraan Negara, Disertasi Doktor di Universitas Indonesia, Jakarta 1990, hal. !51 

12 W.J.S. Poerwadarrninta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarata 1976, hal. 
828 

13 Rasj1, Kek.uasaan-Kekuasaan Presiden di bidang Perundang-undangan Menurut Undang­
Undang Dasar 1945, Era Hukum, No. 3/th.I/1995, Balai Pustaka, hal. 24 

1 ~ W.J.S. Poerwadarminta, Loc.cit. 
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Menurut Hendra Nurtjahyo, ftmgsi legislatif dipahami sebagai fungsi 

membuat yang identik dengan pengettian "membentuk" Undang-Undang dalam arti 

final (ttmtas). Ini merupakan ftmgsi aktif. Sedangkan "rnenyetujui" merupakan fungsi 

pas if berupa diskusi dan legitimasi formalitas sernata. 15 

Perumusan Pasal 5 ayat (1) penting sekali dalam menentukan we:enang 

Presiden dalam rnembentuk UU. Apabila dilihat secara harfiah ketentuan Pasal s· ayat 

(1 ), rnaka kekuasaan untuk rnernbentuk UU ada pada Presiden. Sedangkan Dewan 

Perwakilan Rakyat hanya mernpunyai kewenangan untuk rnernberi persetujuan atas 

pelaksanaan kekuasaan Presiden tmtuk rnembentuk UU. Agar UU yang diharapkan 

dapat terbentuk maka Presiden dalarn menjalankan kekuasaannya tersebut harus 

dilaksanakan secara berbarengan, serentak, bersama-sama dengan kewenangan 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan persetujuan. 

Kranenberg rnengatakan bahwa di Negara modem semakin banyak terjadi 

penyerahan kekuasaan legislatif atau perundang-undangan kepada pemerintah sebagai 

eksekutif, gejala ini disebabkan dua hal: Pembentuk Undang-Undang yaitu Kepala 

Negara plus DPR rn~rasa tidak cakap untuk mengatur segala persoalan sedetail-

detailnya, bagi pembentuk Undang-Undang tidak ada waktu cukup terluang untuk 

memikirkan segala persoalannya sampai kedetail-detailnya. hal ini mendorong 

timbulnya gejala delegasi kekuasaan legis Latif pada badan penguasa lain. 16 

15 Hendra Nurtjahyo, Posisi Otoritatif Legis Iatif, Hukum dan Pembangunan, No.2 tahun XXVTI, 
Jakarta April 1987, hal. 47 

16 Wirjono Prodjodikoro, Azaz-Azaz Hukum tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta 
1983, halaman 74 
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Presiden dengan kewenangannya yang sangat besar dalam membentuk 

Undang-Uudang tersebut maka ia dapat membuat aturan (Undang-Undang) mengenai 

lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara lainnya. Presiden dapat membentuk 

Majelis Perrnusyawaratan Rakyat (Pasa1 2 ayat (1) UUD 1945), Presiden dapat 

membentuk Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16 ayat (1) UUD 1945), Presiden 

dapat membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal19 ayat (1) UUD 1945), Presiden 

dapat membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23 ayat (5) UUD 1945), 

Presiden dapat mernbentuk Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman (Pasal 

24 ayat (1) UUD 1945). 

Di bidang legislatif Presiden tidak hanya mempunyai fungsi membuat 

Undang-Undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dalam 

keadaan mendesak dapat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UnJang-Undang 

(Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) yang berderajat Undang-Undang. 

Meskipun dalam penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa peraturan pemerintan Ja!am 

Pasal ini hams disyahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat namun dengan 

kewenangan tersebut Presiden dapat membentuk lembaga Negara lainnya. 

Berdasarkan kewenangan yang sangat besar mengakibatkan Presiden 

cenderung otoriter terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang hampir 

32 talllm sulit ditmunkan karena selah1 memakai Undang-Undang Dasar 1945, sesuai 

doktrin orba yaitu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan 

konsekwen sehingga setiap ada pemikiran atau ide untuk melakukan perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945 d.ianggap melanggar dan menentang pemerintah. 
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Dengan kewenangan tersebut sangat sulit diharapkan lembaga tertinggi 

dan tinggi negara dapat menjalankan fungsinya sesuai yang ditentukan konstitusi, 

yang seharusnya melakukan mekanisme chek and balances untuk menghir.dari 

penyalahgtmaan kekuasaan yang sewenang-wenang dari Presiden. Hal itu 

dikarenakan Presiden dapat mengontrol orang-orang yang dikehendaki dalam Dewan 

Perwakilan Rakyat!Majelis Pennusyawaratan Rakyat melalui Undang-Undang (Pasal 

2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945). Dengan demikian 

posisi atau kedudukan Presiden sangat kuat, tidak bisa dijatuhkan oleh Majelis 

Pennusyawaratan Rakyat!Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan pendukung 

serianya. 

Presiden disamping mengepalai fungsi eksekutif, juga memegang 

kekuasaan legislatif bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 

disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: 

kecuali "executief power" Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

menjalankan "legislatief power" dalam Negara. Ini mempakan pertanda bahwa 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini teori Trias Politika tidak dilaksanakan secara 

prinsipil. 

Dengan demikian Presiden selain sebagai penyelenggara tertinggi 

pemerintahan Negara, Presiden Republik Indonesia adalah juga mcrupakan 

penyelenggara tertinggi penmdang-undangan Negara dengan persetujuan Dewan 

Permusyawaratan Rakyat. 
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3. WEWENANG PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA 

Dalam UUD 1945 tidak terdapat penjelasan tentang Kepala Negara. 

Penjelas<lll mengenai Kcpala Negara bisa kita peroleh dalam Konstitusi RIS dan 

UUDS 1950, bahwa wewenang Kepala Negara adalah wewenang atau kekuasaan 

si:mbol di:mana dinyatakan bahwa Kepala Negara sebagai can do no wrong. 17 

Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut konsep Kepala Negara 

sebagai can do no wrong, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 angka ITI.3 

menyebutkan Presiden diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada 

Majelis . Ia adalah "mandataris" dari Majelis, ia wajib menjalankan putusan Majelis . 

Presiden tidak "neben", akan tetapi "untergeord.net" kepada Majelis . Angka IV 

menyebutkan balm'a Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang 

tertinggi di bawahnya Majelis. Presiden hurus bertanggung jawab kepada Majelis 

baik sebagai kepala pemerintahan, sebagai pembentuk Undang-Undang, sebagai 

Kepala Negara rnauprn1 mandatatis Majelis Pennusyawaratan Rakyat . 

Menurut Harjono Pertanggungjawaban Presiden tersebut haruslah dapat 

d.ibedakan-bedakan, sebagai Kepala Negara pertanggungjawabannya bersifat moral 

dalam arti itikad baik menjalankan kekuasaannya sebagai Kepala Negara, sehingga 

pelaksanaan kekuasaan Kepala Negara memptmyai dasar accountability 18 Wewenang 

Presiden sebagai Kep£lla Negara terdapat dalam Pasal 10 sampai Pasal 15 UUD 1945. 

17 Harjono, Aspek-Aspek Yuridis Pembuatan Perjanjian Intemasional Dalam Sistem UUD 
1945, Ringkasan Disertasi Program Pasca Sarjana Unair, Surabaya 1994, hal. 12 

18 Harjono, Loc.cit. 
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3.1. PasallO UUD 1945 

Presiden memegar.g kekuasaan yang tertinggi etas Angkatan Darat, Angkatan 

Laut dan Angkatcrn Udara. 

Berdasarkan Pasal 10 UUD 1945 maka Presiden memegang jabatan 

sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Pasal 3 UU No. 13 Tahun L 961 

menyatakan Kepolisian Negara adalah angkatan bersenjata, lalu disempurnakan 

Kep .Pres. No. 290 Tahun 1964 Pasa1 1, ditentukan bahwa Kepolisian Negara sejajar 

dan sederajat dengan tmsur angkatan bersenjata yang terdiri dari AD, ALdan AU. 19 

Pasa1 6 UU No. 13 tahun 196 L menyatakan Presiden memegang 

kekuasaan tertinggi atas Kepo1isian Negara. UU No. 13 tahtm 1961 kemudian diganti 

dengan UU No. 28 tahun 1997 ten tang Kepolisian Negara RI, Pasal 8 ayat ( 1) 

menyebutkan Pr~.,siden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara RI. 

Pe1aksanaan kekuasaan dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 ini diatur dengan 

UU, hal ini berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.20 Da1am 

perkembangannya Presiden sebagai Panglima tertinggi ABRl (TNI dan POLRI) . 

Wewenang dalam Pasa1 10 UUD 1945 rnempakan hak prerogatif kepa1a 

negara yakni hak dan kekuasaan istimewa yang hanya diberikan pada seseorang 

da1am kedudukan selaku Kepala Negara. Di. dalam praktek jika ada perang maka 

pimpinan pertempuran diserahkan kepada seorang pangli.ma besar, misalnya pada 

waktu Indonesia berperang dengan Nederland di pimpinan oleh Jendral Sudinnan. 

19 R. Wiyono, Garis Besar Pembahasan dan Komentar UUD 1945, Alumni, Bandung 1976, hal.117 
20 Ismail Suny, Op.cit, hal. 46 
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3.2. Pa!>.al 11 UUD 1945 

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rah,yat menyatakan perang 

membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. 

Sebag.ll Kepala Negara Presiden adalah lambang kesatuan dan persatuan 

Bangsa. Presiden bertanggungjawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. 

Segala masalah yang menyangkut na5ib bangsa dan negara perlu persetujuan DPR. 

Presiden tidak dapat menyatakan perang, perdamaian dan membuat 

petJanJtan dengan Negara Jain dengan tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari 

Dewan Perwakilan Rakyat karena rakyatlah yang akan terkena akibatnya.2 ' Hal ini 

sesuai dengan asas kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

pennusyawaratan/ perwakilan, mengingat pula risiko perang maupun damai pada 

hakekatnya terpikul di pundak rakyat. 

Perang, damai dan membuat perJanJian dengan Negara lain adalah 

tindakan yang menyangkut pergaulan dan politik futernasional , maka selail, 

berpedoman pada hukum dan politik nasional juga berpedoman pada hukum 

Internasional dan dilaksanakan Presiden dengan bantuan organ politik luar negeri. 

Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamain clan perjanjian 

dengan Negara lain mutlak diperlukan persetujuan dari DPR. Pasal l L UUO 1945 

Meskipun tidak ditentukan bahwa kesepakatan antara Presiden dan DPR harus 

dituangkan dalam bentuk apa, tetapi di dalam praktek mmunnya dalam bentu.k UU. 

21 R. Wijono, Op.cit, hal. 107 
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3.3. Pasal 12 UUD 1945 

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-.syarat dan akibatnya keadaan 

bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. 

Menurut R. Wiyono22
, wewenang Presiden yang terdapat dalarn Pasal 12 

Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak tanpa batas meskipun untuk menyatakan 

keadaan bahaya tidak perlu untuk meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan 

Rakyat terlebih dahulu, tetapi ada kehamsan untuk memperhatikan syarat-syarat yang 

telah ditentukan oleh Undang-Undang. 

Menurut Solly Lubis, Pasal 12 UUD 1945 intinya adalah :23 

a. Presiden berwenang menyatakan keadaan bahaya melalui Keputusan 

Presiden. 

b. syarat -syarat untuk menyatakan keadaan bahaya serta akibat -akibat keadaan 

bahaya diatur dalam suatu Undang-Undang. 

c. Sebel.um Presi.den menyatakan keadaan bahaya, harus m.emperhati.kan dan 

berpedoman pada peraturan yang menyatakan tentang persyaratan keadaan 

bahaya, bai.k yang melalui suatu Undang-Undang maupun Peraturan 

pemeri.ntah pengganti Undang-Undang. 

Wewenang Presiden dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 ini 

berkaitan dengan hukum atau hak darurat, mengenai syarat dan akibatnya keadaan 

bahaya diatur dengan Undang-Undang. 

22 R. Wijono, Loc.cit. 
23 M. Solly Lubis, Pembahasan Undang-Undang Dasar1945, ALUMNI, Jakarta 1985, hal !58 
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Menurut Joeniarto, huktunlhak darurat adalah memberikan hak kepada 

penguasa negara untuk mengambil suatu tindakan menyimpang dari hukum atau 

peraturan yang ada, manakala dihadapkan kepada keadaan yang membahayakan 

keselamat.an negara, bangsa, rakyat atau tata hukumnya terganttmg daripada sifat 

bahayanya. Hukum/hak C:arurat negara ada dua macam, yaitu: 24 

I . Hukumlhak dururat yang konstitusional, didasarkan kepada peraturan yang 

ada sebelunmya. Disebut hukmn/hak darurat obyektif karena syarat dan 

akibatnya serta tindakannya adalah ukurannya obyektif menurut ketentuan 

dalam peraturan yang telah ada sebelumnya. 

2 . Hukum/hak darurat negara yang ekstra konstitusional, karena keadaan 

bahaya tertenttt, yang peraturannya belum ada sebelunmya. Disebut juga 

hukum!hak darurat negara subyektif karena .ukuran-ukuran sebenamya, 

mengenai syarat dan akibat-akibat keadaan bahaya dan tindakannya adalah 

tergantung penguasa negara sendiri. 

Deknc Presiden 5 juli 1959 merupakan hukum darurat ekstra 

konstitusional atau subyektif. Dasar dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 

tersebut dapat dilihat pada isi Dekrit 5 juli 1959 yaitu: "Bahwa hal yang demikian 

menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan 

keselamatan negara, nusa dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 

2
" Joeniarto, Sejar·ah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bina Aksara, Jakarta 1982, hal. 109 
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Deugau dukungan sebagian terbesar rakyat Republik Indonesia dan di 

dorong oleh keyakinan kami sendiri. Kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan 

untuk menyelamatkan Negara proklamasi." 

UU yang dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945 yang pertama adalah UU 

tentang keadaan bahaya yaitu UU No . 6 talmn 1946. Lalu diganti UU No. 74 tal11m 

1957, tanggal 17 Desember 1.957. Peraturan organiknya adalah Kep.Pres. No. 225 

tahun 1957 yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk 

perairan teritorialnya dalam keadaan perang. berakhir tanggal 16 Desember 1956.25 

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka yang berlaku adalah Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. No. 23 Tal1w1 1959 tentang kea:laan bahaya. 

Dilaksanakan dengan Kep.Pres No. 315 tahun 1959, Presiden Republik Indonesia 

menyatakan seluruh wilayah Republik Indonesia dalam keadaan perang atau bahaya. 

Undang-undang No. I tahun 1961 menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undaug-Undang No. 23 tahun 1959 sebagai Undang-Undang No. 23 Prp tahun 1959. 

Menurut Pasal l ayat (I) Undang-Undang No. 23 Prp tahun 1959 ada tiga 

ti:ngkatan "Keadaan bal1aya" yaitu:26 

l. Keadaan damrat sipil, yaitu apabila keamanan atau ketertiban huktun di 

seluruh atau sebagian wilayah negara R.L terancam oleh pemberontakan, 

kerusuhan atau bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi 

oleh alat-alat perlengkapan secara swasta biasa. 

25 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hal 70 
26 M. Solly Lubis, Op.<.;it, hal. 159 
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2. Keadaan daruarat militer, yaitu apabila timbul perang a tau dikhawathirkan 

qkan terjadi perkosaan-perkosaan atas wilayah negara Republik Indonesia 

dengan cara apapunjuga. 

3. Keadaan perang, yaitu apabila kehidupan negara berada dalarn keadaan 

bahaya atau dati keadaan-keadaan khusus temyata ada atau dikhawati.rkan 

ada kerusuhan yang gejala-gejalanya dapat rnembahayakan kehidupan 

negara. 

Tingkata:1 bahaya tersebut tergantung intensitas keadaan yang berbahaya 

bagi kehidupan negara dan masyarakat (Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 

Prp tahun 1959). 

3.4. Pasal 13 UUD 1945 

(I) Presiden mengangkat Duta dan Konsul. 

(2) Presiden menerima Duta Negara lain. 

Salah satu tujuan negara yang terdapat datam pembukaan Undang­

Undang Dasar 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Apabila kita perhatikan secara seksama dari bunyi penjelasan tersebut 

dapatlah kita si.mpulkan bahwasannya Negara Republik Indonesia sangat 

menghendaki akan adanya suatu persahabatan di antara negara-negara diseluruh 

dun..ia, rneskipun adanya perwakilan negara itu bukanlah rnerupakan suatu keharasan 

karena merupakan kebutuhan bersama. 
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Hukum internasional menetapkan bahwa setiap negara yang mcrdeka dan 

berdaulat berhak membuka pe1wakilatmya di luar negeri dan hak ini disebut hak 

membuka perwakilan (the right qflegation). Hak ini terbagi atas dua macam:27 

1. Hak perwakilan aktif (active right of legation) yaitu hak suat.1 negara 

merdeka untuk mengirimkan wakil diplomatiknya ke suatu negara . 

2. Hak perwakilan pasif (passif right of legation) yaitu hak suatu negara 

merdeka untuk menerima perwakilan diplomatik dari negara lain . 

Hubtngan. internasional diselenggarakan oleh Departemen luar negen 

dibawah pimpinan Kepala Negara. Deplu mengatur dan memimpin instansi urusan 

luar negeri dan perwakilan di negara lain, baik corps diplomatik maupun corps 

consulair dan menjadi perantara bagi pemerintah RI dengan pemerintah negara lain. 

Duta dan konsul mempakan pegawai negeri istimewa karena 

pengangkatannya langsung oleh Presiden. karena duta dan konsul wakil resmi negara 

dalam hubungan internasional dengan pemerintah negara asing di mana mereka 

ditempatkan. 

Ada dua macam duta yaitu duta besar (ambassador) dan duta biasa 

(ge::ant), dalam praktelmya suatu negara kecilptm banyak yang menamai wakil 

tetapnya dinegara lain "ambassador". Tentang konsul ada konsul jendral dan kon.sul 

biasa. Penyerahan surat kepercayaan (credentials) dari seorang Duta Besar di negara 

asing selalu dilakukan dengan acara yang khidmat dan mengesankan . 

27 M. Solly Lubis, Ibid, hal. 161 
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3.5. Pasal 14 UUD 1945 

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. 

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 maupun penjelasannya 

tidak terdapat pengertian mengenat grast, amnesti, abolisi maupun rehabilitasi. 

Berik"'ut ini penulis kemukakan pengertian tentant; grasi, amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi menurut Solly Lubis:28 

3.5. ~_ . Grasi 

Grasi adalah hak Kepala Ncgara untuk menghapus atau mengurang1 

hukuman seluruh atau sebagian yang dijatttltkan oleh hakim dengan keputusan yang 

tidak dapat eli rubah lagi kepada seseorang. Berdasarkan Pasal II aturan peralihan 

Undang-Undang Dasar 1945, mengenai pennohonan grasi yang berlaku sampai 

sekarang adalah Undang-Undang No. 3 tatum 1950 tentang grasi yang dikeluarkan 

tanggal l Juli 1950, L.N. tahtm 1950 No. 4 berlaku tanggal6 Juli 1950. 

Presiden sebetwn mengambil putusan terhadap pennohouan grasi harus 

memperhatikan nasehat Jaksa dan hakim pengadilan yang memutuskan perkaranya, 

serta nasehat dari Mahkamah Agung, berkas perkaranya di kirim pada Menteri 

Kehakiman sebagai penasehat terakhir. Undang-Undang ini hanya mengatur tata cara 

permohonan grasi dan tidak rnengatur tentang syarat-syaratnya bilamana grasi itu 

dapat diberikan olc-h Presiden .29 

~ 8 M. Solly Lubis, Ibid, hal 167 
29 R. Wijono, Loc.cit, hal. 117 
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3.5.2. Amnesti 

Amnesti adalah bak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang 

mengancam terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan, diberikan secara 

massal, terutama dalam kejahatan politik. Kejahatan tersebut seolah-olah clilupakan 

dan dipandang tidak ada, sehingga tidak berakibat hukum apa-apa (amnescio; 

melupak:an). Amnesti lahir atas inisiatifKepala Negara sendiri tidak dimohon . 

3.5.3. Aholisi 

Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk menggngurkan hak Penuntut 

Umum dalam menuntut seseorang, terutama dalam hal kejahatan politik . Abolisi 

diberikan secara masal ataupun untuk satu orang dan sebelum adanya penuntutan . . 
Amnesti dan Abolisi diatur dalam UU Drt tanggal 27 Desember 1954 No. 

11, L.N. Tahtm 1954 No. 140, mulai berlaku 31 Desember 1954 terdiri atas 4 pasal:30 

Pasal 1: Presiden atas kepentingan Negara, dapat memberi Amnesti dan Abolisi 

Kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden 

memberi Amnesti dan Abolisi ini setelah mendapat nasehat tertulis dari 

Mahkamah Agung. yang menyampaikan nasehat itu atas pennintaan 

menteri. 

Pasal 2: Amnesti dan Abol.isi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 

Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat 

dari persengketaan pol.itik antara R.L (Yogyak:arta) dan kerajaan Belanda. 

30 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hal. I 05 
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Pasal 3: Untuk men~ntukan apakah sesuatu rindak pidana termasuk ketentuan Pasal 2, 

dapat di minta nasehat dari Mahkamah Agung. 

Pasal 4: Dengan pemberian Amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-

orang termaksud dalam Pasall ctan 2 dihapuskan . 

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 19S4, maka untuk 

para pelaku rindak pidana setelah tanggal 27 Desember 1949 sampai sekarang belum 

ada peraturan perundangan yang mengatur tentang amnesti dan abolisi . 

3.5.4. Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang 

kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar karena suatu keputusan 

hakim yang tidak benar. Mengenai Rehabilitasi sampai sekarang belum ada peratnran 

perundangan ataupun Undang-Undang yang mengaturnya . 

Wewenang "executive Justice" tersebut dianggap sebagai penerobosan 

kebebasan kehakiman dalam arri Presiden sebagai Kepala kekuasaan eksekurif turut 

campur dalam perkara pidana yang seharusnya melulu tennasuk kekuasaan 

kehakimaan .31 

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah ciri khas suatu Negara 

Hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945 

dan Pasal l UU No . 14 Tahun 1.974 tentaP p: ketentuan pokok kekuasaan kehakiman 

jo. UU No . 351ahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 Tal1Lml970 . 

: t Ismail Suny, dalam Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, Susunan P~mbagian Kekuasaan 
Menurut Sistem UUD 1945, Gramedia, Jakarta 1978, hal. 143 
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Menurut Philipus M. Hadjon , asas kekuasaan kehakiman yang merdeka 

adalah asas yang bertautan dengan "ftmgsi peradilan" yang dimiliki badan-badan 

peradilan. Peradilan bebas melaksanakan fungsinya (Pasal 24 UVD 1945) tanpa 

campur tangan Presiden. Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara tmtnk 

meniberikan grasi, arnnesti, abolisi dan rehabilitasi lahir dan tradisi masa lampau 

pada zaman kerajaan di Eropa, yang merupakan hak prerogatifKepala Negara.32 

Jolm Locke memasukkan kekuasaan yudisiil dalam kekuasaan eksekutif, 

sedangkan Montesquieu memandang pengadilan sebagai kekuasaan yang berdiri 

sendiri .33 Walaupun para hakim biasanya diangkat oleh Kepala Negara (eksekutif) 

tapi mempunyai kedudukan istimewa, karena ia tidak diperintah oleh Kepala Negara, 

bahkan ia berhak untuk men~hukum Kepala Negara bila ia melanggar hukum. 

Menurut Kusnardi dan Hannaily Ibrahim tujuan pembagian kekuasaan 

adalah mencegah bertumpuknya kekuasaan pada satu orang dan menjamin hak asasi 

manusia, maka adanya badan yudisiil merupakan jaminan pelaksanaau hak asasi 

manusia tidak boleh ada campur tangan dari lembaga lain baik dari eksekutif maupun 

legislatif. 34 

Wewenang tersebut merupakan pelanggaran asas kek"Uasaan kehakiman 

yang merdeka yaitu Peradilan bebas melaksanakan fungsinya tanpa campur tangan 

lembaga lain tenuasuk pelaksanaan keputusannya demi kepastian hukum. 

3~ Philipus M. Hadjon, Op.cit, ha! 44 
~3 C.S.T. Kansil , Op.cit, hal 31 
'

4 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih,Op.cit, hal.J3 
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Penulis berkesimpulan bahwa wewenang Presiden Jibidang yudisiil 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 adalah 

bertentangan dan melanggar asas kekuasaan peradilan yang merdeka, hal ini 

mengingat pula beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 

1945, Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat, juga Undang-Undang, yaitu: 

l . Telah disebutkan secara tegas di dalarn penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan 

yang merdeka, artinya terlepas dari pengamh kekuasaan pemerintah, 

berhubung dengan itu harus diadakan Jamman dalaP.l Undang-unda.ng 

tentang kedudukannya para bakim. 

2 . Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 

IIVMPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi 

Negara atau i111tar lembaga-lembaga tinggi Negara, pada Pasal 1 l ayat (2) 

mengatakan bahwa Mabkamah Agung adalah hadan yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya terlepas dari 

pengarub kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengarnh lainnya. 

3. Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 35 

Tahun 1999 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kek.uc:.saan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia. 
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3.6. Pasal 15 UUD 1945 

Presiden memberi gelaran, tandajasa dan lain-lain tanda kehormatan. 

Dalam penjelasan UUD 1945 tidak ada keterangan tentang istilah gelaran, 

tandajasa dan lain-lain tanda kehormatan, juga tidak ditentukan dengan UU. 

Pasal 15 UUD 1945 tidak ditentukan bahwa gelaran, tanda jasa dan lain­

lain tanda kehormatan itu hanya untuk warga negara Rl saja, karenanya dapat 

dipenmtukkan pula kepada warga negara asing. Mi.salnya: Pasal 3 ayat (3) UU No. 5 

tahun 1963 yang menenhtkan bahwa bintang jasa dapat diberikan kepada warga 

negara asing yang berjasa besar terhadap negara Rl. Pemberian tanda-tanda ini 

kepada warga negara indonesia ada yang disertai peraturan bahwa si penerima tanda­

tanda itu mendapat perlakuan-perlakuan istimewa. Misalnya bagi seseorang penerima 

bintang republik dan bintang maha putra biaya penguburannya dipikul oleh negara.35 

Menurut penu1is Pasa1 15 UUD 1945 itu merupakan wewena'tg Presiden 

untuk memberikan "tanda kehormatan". Adapun "tanda kehormatan" itu digolougkan 

menjadi tiga macam, yaitu: ge1aran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehonnatan. 

1. Gelaran 

Dalam praktek ketatanegaraan Repub1ik Indonesia . Presiden da1am 

memberikan gelaran tidak memerlukan Undang-Undang yang mengatur lebil1 

1anjut tentang pemberian gelaran. Misalnya: -Pengangkatan sebagai pahlawan 

revolusi untuk beberapa perwira tinggi TNI-AD yang gugur karena kebengisan 

GJO.S/PKI. 
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Pemberian gelaran "pahlawan ampera" diberikan berdasarkan 

Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1 966, yang menentukan bahwa setiap 

korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat 

dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila adalah Pahlawan Ampera. 36 

2. Tanda Jasa 

Adapun macam "Tanda kebotmatan" yang berupa tanda jasa ada 

b b 
. 17 

e erapa macam, ymtu:· 

a. Tanda jasa "Bin tang" diberikan kepada orang-orang yang berjasa sangat luar 

biasa kepada negara dan bangsa Indonesia . 

b . Tanda jasa. "Satyalencana" diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar 

pacta bangsa dan negara Indonesia. 

c. Tanda jasa ''Samkaryanugraha" diberikan kepada kesatuan-kesatuan 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI-POLRI) yang telah berhasil 

memperoleh prestasi yang besar. 

d. Tanda jasa "Prasamyapurnakaryanugraha" diberikan kepada daerah-daerah 

tingkat I yang telah berhasil melaksanakan pembangunan denga11 basil yang 

luar biasa. 

35 Wirjono Prodjodikoro, , Op.cit, hal 69 
36 Mashuri Maschab, Op.cit, hal. 9 
n Mash uri Maschab, Loc.cit 
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Pasal 15 Ondang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan pemberian 

tanda jasa harus diatur dengan Undang-Undang, namtm dalam prakteknya 

seringkali didahu.lui suatu Undang-Undang, misalnya;38 

a. UU No. 20 tahun 1959 (L.N. No. 64 tahun 1959) tentang penetapan UU Drt 

No. 6 talmn 1958 sebagai UU (L.N. No . 163 tahun 1958) tentang pemberian 

tanda kehonnatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma. 

b. UU No . 21 ta tllm 1959 (L.N. No . 65 tahun 1959) tentang penetapan UU Drt 

No. 7 tahun 1958 sebagai UU (L.N. No. 164 tahun 1958) tentang 

penggantian peraturan bintang gerilya RI (PP No. 8 tahun 1949). 

c. UU No. 14 tabun 1961 (L.N. No. 246 tahun 1961) tentang tanda kehonnatan 

Bintang Bhayangkara. 

d. UU No. 5 tahun 1963 (L.N. No. 78 talmn 1963) tentang tanda kehormatan 

Bintang Jasa. 

e. UU No. 8 tahun 1964 (L.N. No. 69 tahun 1964) tentang penetapan Perpu 

No.1 talnm 1964 (L.N. No. 1 tahun 1964) tentang perubahan dan tambahan 

UU No.21 tahunl959 menjadi UU (L.N. NO . 65 tahunl959) mengenai 

peraturan tentang Bintang Gerilya. 

f. UU No. 23 tahun 1.968 (L.N. N0 .76 tahun1.968) tentang penetapan Perpu No. 

1 talnm 1968 (L.N. No.49 tahun 68) tentang tanda kehonnatan bintang 

Kartika Eka Paksi tentang tanda kehormatan bintang Swabhuwana Paksa. 

38 R. Wijono, Op.cit, hal. 120 
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3. Lain-lain Tanda Kehormatan 

Wewenang pemberian "lain-lain tanda kehormatan" oleh 

Presiden tidak memerlukan terlebih dahulu Undang-Undang yang mengatur 

tentang pemberian "lain-lain tanda kehormatan"tersebut. 

Istilah "lain-lain tanda kehormatan" ini menurut penulis 

adalah "tanda kehormatan" dalam bentuk yang lain sel2.in tanda kehormatan 

yang berupa "gelaran" dan selain tanda kehormatan yaug berupa "tandajasa". 

4. WEWENANG PRESIDEN SEBAGAI MANDA TARIS MPR 

Majelis Perr.msyawaratan Rakyat memeg:mg Kekuasaan Negara yang 

te1tinggi, sedang Presiden hams menjalankan haluan Negara menmut garis-garis 

besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden adalah "Mandatari s" Majeli s 

Permusyawaratan Rakyat, ya.itu orang yang dipercaya MPR mema:-~gku jabatan 

Presiden dengan wewenang yang telah diatribusikan Undang-Undang Dasar 1945. 

Kedudukan Presiden sebagai mandata.ris Majelis Permusyawaratan 

Rakyat tidak diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 . Sebutan 

"mandataris" dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Da~ar 1945. 

Kedaulatan negara dipegang oleh suat:u badan bernama Majehs 

Pennusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia 

(ve1tretungsorgan des willens der staatsvolues). Majelis ini menetapkan UUO dan 

menetapkan GBHN. Majelis ini mengangkat kepa.la negara (Presiden) dan wakil 

kepala negara (wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekt1asaan negara 
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Adapun yang dimaksud dengan "haluan negara" itu sendi1i berdasarkan 

penjelasan UUD 1945 ada dua macarn, yaitu: 

Haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD yaitu aturan dalam UllD 

Haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR berupa ketetapan MPR. 

Berkaitan dengan besamya wewenang Presiden selain sebagai kepala 

pemerintal1an, Pembentuk Undang-Undang, kepala negara dan rnandataris Majelis 

Pennusyawaratan Rakyat, timbul pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban 

Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat? apakah secara terpisah-pisah atau 

secara keselmuhan?. 

Menurut penulis jabatan-jabatan tersebut dipegang oleh Presiden sebagai 

satu kesatuan dan berada pada satu orang yaitu Presiden. Meskipun jabatan atau 

kedudukan Presiden itu dapat dibeda-bedakan sebagai kepala pemerintahan, 

pembentuk Undang-Undang, Kepala negara dan mandataris MPR, tetapi tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lain karena fungsi-fungsi itu melekat pada satu orang, 

oleh karenanya maka Presiden adalah jabatan tunggal, jabatan tersebut harus 

dipertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai satu 

kesatuan tidak terpisah-terpisah karena berkaitan dengan pelaksanaan haluan negara 

yang harus dipertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Ketentuan mengenai segala wewenang Presiden tersebut diatur dalam 

haluan negara, sebagaimana penulis jelaskan mengenai haluan negara. Jadi 

pertanggungjawaban Presiden tidak hanya dalam hal pelaksanaan GBHN melainkan 

lebih luas dari itu yaitu pelaksanaan haluan negara. 
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Tidak benar pula pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada tolak ukur 

yang pasti dale :n menilai pemerintahan yang telah dijalankan Presiden dapat 

dikatakan telah dengan SW1gguh-stmgguh melanggar haluan negara. Tolak ukumya 

menurut penulis sudah jelas yaitu apabila Presiden dianggap melanggar peraturan 

perundang-undangan karena yang dimaksud haluan negara itu secara garis besar 

adalah peratman perW1dang-undangan, yang berdasarkan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/2000 tentang sumber 

hukum dan peraturan penmdang-tmdangan dalam Pasal 2 disebutkan tata urutan 

peraturan penmdang-tmdangan Republik Indonesia adalah: Undang-Undang Dasar 

1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan 

pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden 

dan Peraturan Daerah. 

Mengingat asas bahwa setiap pemerintahan harus d.isertai tanggungjawab 

(th e government should be responsible), karenanya tidak ada satu jabatanpun yang 

tidak disertai pertanggungjawaban. Setiap orang dituntut pertanggtmgjawaban atas 

segala perbuataunya (every body should be responsible) jadi adalah wajar apabila 

segala tindakan Presiden atas tugas yang dibebankarmya (baik tugas menurut 

Undang-Undang Dasar maupun yang diberikan oleh Majelis Pennusyawaratan 

Rakyat) dipertanggtmgjawabkan pada Majelis Pennusyawaratan Rakyat. 39 

39 Rasjidi ranggawidjaya, Hubungan Tata Kerja MPR, DPR dan Presiden, Gaya Media 
Pratama, Jakarta 1991, hal. 28 
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WEWENANG PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

SETELAH PERUBAHAN 

38 

Turunnya K.H. Abdurrahman Wahid dari singgasana kepresidenan pada 

tanggal 23 juli 2001 merupakan tragedi sejarah ketatanegaraan yang ketiga dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tragedi pertarna terjadi pada tahtm 

1966 ketika Soekarno terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto melalui 

Supersemar atas tlmtutan rakyat yang kemudian melahirkan orde bam. 

Orde baru bertujuan mengoreksi penyelewengan orde lama terhadap 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun akhirnya orde baru dikoreksi pula 

oleh sejarah karena menjalankan roda pemerintahan dengan praktek-praktek KKN­

nya, sehingga terjadilah tragedi kedua yaitu turunnya Soeharto dari singgasana 

kepresidenan pada tanggal 21 mei 1998 yang menandai kenmtllhan orde baru setelah 

32 tahtm berkuasa. 

K.H. Abdurralunan W al1id yang terpilih sebagai Presiden Republik 

Indonesia secara d~mokratis, yang mendapat legitimasi kuat dari ral<yat melalui 

mekanisme perwakilan politik dan merupakan hasil pemilu 1999 yang telah 

berlangsung secara demokratis, jujur dan adi1 pada akhirnya tidak berja1an lama, 

kurang dari dua tahun tepatnya pada tanggal 23 juli 2001 merupakan tragedi yang 

ketiga, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat mencabut mandatnya melalui 

Sidang Istimewa karena terindikasi KKN. 
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Tragedi ketatanegaraan yang pertama dan kedua meninggalkan catatan 

penting yaitu terjadi pada saat kita rnenggunakan UUD 1945 sebagai hukwn dasar 

(grund norm) untuk m~ngatur kehidupan berbangsa dan bemegara. Bi1a dikaji secara 

seksama maka dapat diketahui bahwa tragedi ketatanegaraan itu terjadi karena 

mentalitas aparatur negara yang otoriter khususnya Presiden. Mulai orde lama, orde 

baru maupun orde refonnasi (pemerintahan K.H. Abdurraltman Wahid), juga karena 

kelem;illan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khusus 

pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid meskipun telah terjadi pembal1an 

Undang-Undang Dasar 1945 masih terkesan otoriter dan syarat KKN. 

Undang-Undang Dasar 1945 selama ini telah berperan besar dalam 

menduktmg terciptanya pemerintal1ai1 yang otmiter sehingga amandemen/perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945 perlu segera dilakukan. 

Menumt Bagir Manan ada empat alasan Undang-Undang Dasar 1945 

layak diubah40
: Pertama, bersifat filosofis bahwa tidak ada hukurn buatan manusia 

yang sempuma sehingga tidak bisa diutak-atik secuilpun karena memptmyai sifat 

statis sehingga sering ketinggalan za.Inan. 

Kedua, bersifat historis bahwa UUD 1945 mempakan konstitusi yang 

dibuat dalam kondisi darurat, bersifat sementara, wajar jika memiliki kelemahan yang 

diakl!i sendiri oleh Soekamo pada 18 Agustus 1945 . Karena itu UUD 1945 membuka 

diri bagi dilakukannya perubahan. Hal itu diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 . 

~0 Bagir Manan, dalamTekad, 2-8 Agustus 1999, No. 40/th. 1, hal. 21 

------



40 

Ketiga, bersifat sosiologis bahwa selama hampir 50 tahtm berlaku 

Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan secara menyimpang sehingga bertentangan 

dengan maksud Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ke1emahan-kelemahan yang 

terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuka peluang untuk melakukan 

penyelewengan-penyelewengan. 

Keempat, bersifat yuridis bahwa pasal-pasal yang mengatur kekuasaan 

pemerintal1an tidak mencerminkan perimbangan. 

Selama refom1asi ini tclah terjadi dua kali amandemen/perubahan, yang 

periama melalui keputusan rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia tanggal 19 Oktober 1999 di Jakarta. Dalam perubahan pertama 

pasal-pasal da1am batang tubuh UUD 1945 telal1 mengalami perubahan berjumlah 10 

pasal, yaitu Pasal 5 ayat (1 ), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, 

Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3 ), Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945. 

Perubahan kedua atas UUD 1945 terjadi dalam sidang tahunan Majelis 

Pennusyawarat311 Rakyat Republik Indonesia Yang digelar tanggal 7-18 Agustus 

2000. Perubal1annya meliputi 10 Pasal dan Bab-bab Yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pas1l 

18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20 A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IX A, Pasal 

25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A 

sampai 28J, Babb XII,Pasal30, Bab XV, Pasal36A, Pasa136B dan Pasa136C. 

Dalam Bab III ini penulis akan membahas wewenang Presiden setelah 

terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian besar terdapat pada 

perubahan pertama. 
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1. WEWENANG PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN 

Wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam Pasal 4 

yang tidak mengalami perubal1an. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1 945 : "Presiden 

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD." Dalam 

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara 

dikatakan bal1wa di bawal1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah 

penyelenggara pemerintal1 negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan 

negara kekuasaan dan tanggung jawab ada ditangan Presiden (concentration of power 

and responsibility upon the presiden) . 

Dalam teori trias politika Presiden adalah lembaga eksekutif yang 

tugasnya adalah menjalankan UU yang dibuat oleh lembaga lcgislatif Pasal 5 ayat (2) 

menyebutkan :"Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana 

mestinya." Penjelasan UUD 1945 Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) disebutkan: "Presiden 

ialah kepala kekuasc..an eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan UU ia 

memptmyai kekuasaan tmtuk menetapkan PP (pouvoir reglementair) ." 

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan Presiden sebagai kepala 

pemerintahan mempunyai tugas dan wewenang yaitu menjalankan UU dan membnat 

PP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 Presiden mempunyai wewenang 

pembentukan peraturan yang menja1ankan UU, nama peraturan adalah Peraturan 

Pemerintal1. PP dibuat untuk melaksanakan UU, sedangkan UU merupakan peraturan 

penmdang-undangan tmtuk melaksanakan periutah UUD 1945 dan Ketetapan MPR. 
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2. WEWENANG PRESIDEN UNTUK MEMBENTUK UNDANG-UNDANG 

Wewenang Presiden membentuk UU diatur dalam Pasa15 UUD 1945. 

(1) Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

__. Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi 

(1) Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Sebelum terjadi perubahan UUD 1945 Presideu memiliki otoritas penuh 

wewenang Iegislatif untuk membentuk UU, memegang keutamaan kuasa ha.k 

legislatif daripada DPR. Setelah perubahan UUD 1.945 kekuasaan untuk membentuk 

UU telah beralih k:epada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 ). 

Namun Presiden masih berperan dalam pembentukan Undang-Undang 

karena setiap RUU harus mendapat persetujuan bersama antara Presiden dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 ayat (2) UL'D 1945). Dengan dernikian apabila 

Presiden tidak memberikan persetujuannya atas suatu RUU rnaka RUU tersebut tidak 

boleh diajukan Iagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu (Pasal 20 

ayat (3) UUD 1945), di samping itu Presiden berwenang mengesahkan RUU yang 

telah disetujui bersama untuk rnenjadi UU (Pasal. 20 ayat ( 4) UUD 1945). 

Meskipun demikian menguatnya dorninasi DPR dapat dilihat pada Pasal 

20 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal RUU yang telah d.isetuju.i 

bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden maka dalam waktu 30 hari semenjak 

RUU terse but disetujui, RUU terse but sah menjad.i UU dan wajib d.iundangkan .. 
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3. WEWENANG PRESlDEN SEBAGAl KEPALA NEGARA 

Wewenang Presiden sebagai kepala negara dalam UUD 1945 meliputi 

Pas a! 10 sampai Pasal 15 sebagaimana menurut penjelasan Pasal 10 sampai Pas a! 15 

dan yang mengalami perubahan adalah Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 . 

3.1 PasallO UUD 1945 

" Presiden memegang kekuasaan tertiggi atas Angkatan Darat, Ar.gkatan Laut, 

dan Angkatan Udara. " 

Pasal ini tidak mengalami perubahan. Wewenang Presiden berdasarkan 

Pasal 10 ini telah mengalami perluasan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

No. 28 tahun 1997 yang menyatakan bahwa: "Presiden memegang kekuasaan 

te1tinggi atas kepolisian Negara." 

Menurut penulis sebai.knya mengenai kepolisian negara ini juga 

ditegaskan dalam Pasal 10 menjadi: "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas 

angkatan Darat, angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara." Apabila 

tidak, dikhawatirkan oleh TNI (AD,AL, AU) ditafsirkan TNI mempunyai kedudukan 

Iebih tinggi dari POLRI sebab TNI diatur dalam UUD sedangkan POLRI tidak, 

timbul kebanggaan dari korps TNI seolah-o!ah dapat bertindak seenaknya sendiri 

misalnya dengan melanggar peraturan lalu-lintas yang merupakan lingkup 

kewenangan Kepolisian Negara, meskipun Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) TAP 

MPR RI NO. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Rf 

d.isebutkan bahwa TNI dan POLRI sama-sama berada di bawah Presiden. 
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Dalm.1 pasal II ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia No . VII/MPR/2000 ini disebutkan: "ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang." 

Kalimat "diatur Lebih lanjut dengan Undang-Undang" menurut penulis 

tidak dapat diartikan bahwa pelaksanaannya memmggu adanya Undang-Undang yang 

dimaksudkan, sepanjang Undang-Undang tersebut belum ada maka pedoman 

pelaksm1aan ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat ini adalah sebatas ketentuan 

yang telal1 ada dalan1 ketetapan tersebut. Sesuai dengan Pasal 12 ketetapan ini. 

Pasal I 2 yang menyatakan bahwa: 

"ketetapan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ." 

Dalam hal Lembaga Kepolisian Nasional yang tugasnya antara lain: 

membantu Presiden dalam menetapkan arab kebijakan Kepolisian Negara (Pasal 8 

ayat (I) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republ;k lndoneaia No. 

Vll/MPR/2000) dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan 

dan pemberhentian kapolri (Pasal 8 ayat (3)) belum terbentuk karena Undang­

Undangnya belum ada (Pasal 8 ayat (2)) maka Presiden tetap dapat menjalankan 

wewenangnya menetapkan arah kebijakan Kepolisian negara karena Presiden adalah 

pemegang kek:uasaan terting!P atas Kepolisian Negara, tennasuk dalam pengangkatan 

atau pemberhentian kapolli dengan catatatan harns mendapat persetuan Dewan 

Perwakilan Rakyat (Pasal 7 ayat (3) Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia No. VII/MPR/2000). 
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Dalam pasal 11 ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia No. VII/MPR/2000 ini disebutkan: "ketentuan sebagaimana dimaksud 

da/am ketelapan ini diatur lebih /anjut dengan Undang-Undang." 

Kalirnat "diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang" menumt penulis 

tidak dapat diartikan bahwa pe1aksanaannya menunggu adanya Undang-Undang yang 

dimaksudkan, sepanjang Undang-Undang tersebut belum ada maka pedoman 

pelaksanaan ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat ini adalah sebatas ketentuan 

yang telah ada dalam V:etetapan tersebut. Sesuai dengan Pasal 12 ketetapan ini. 

Pasal 12 yang menyatakan bahwa: 

"ketetapan ini ber/aku pada tanggal ditetapkan ." 

Dalam hal Lembaga Kepobsian Nasional yang tugasnya antara lain: 

membantu Presiden dalarn menetapkan arab kebijakan Kepolisian Negara (Pasal 8 

ayat (1) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Repubbk Indoneaia No. 

VII/MPR/2000) dan memberikan pertimbangan kepada Presidcn dalam pengangkatan 

dan pemberhentian kapolri (Pasal 8 ayat (3)) beltun terbentuk karena Undang­

Undangnya belum ada (Pasal 8 ayat (2)) maka Presiden tetap dapat menjalankan 

wewenangnya menetapkan aral1 kebijakan Kepolisian negara karena Presidcn adalah 

pemegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara, termasuk dalam vengangkatan 

atau pemberhentian kapolri dengan catatatan harus mendapat persetuan Dewan 

Perwakilan Rakyat (Pasal 7 ayat (3) Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia No. VII/MPR/2000). 
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Rakyat melalui Perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat harus tahu 

bahwa akan ada perang dan memulai perang adalah merupakan hal yang sangat 

penting, oleh karena itu khusus untuk masalah perang ini perlu c.danya kerja sama 

yang baik serta kesadaran dari presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga tidak 

memerlukan pembahasan yang terlalu lama karena hal ini menyangkut kepentingan 

dan nasib rakyat, bangsa dan negara. Oleh karena itu per1u diputuskan secara cepat. 

Hal ini bisa dilihat dari kata "menyatakan" tidak perlu proses yang terlalu lama. 

Dalam hal membuat perdamain dan perjanjian dengan negara lain, butuh 

proses yang cukup lama. Hal ini apabila memperhatikan kata "membuat" yang 

artinya mengadakan, menghasilkan, menjadikan sesuatu, membikin sesuatu. 43 

Peraturan perundang-tmdangan yang mengatur lebih lanjut atas ketentuan 

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 hingga sekarang belum ada, namun dalam 

membuat perjanjian (intemasional) pemerintal1 se1ama ini berpedoman pada surat 

Presiden Republik Indonesia No. 2626/HK/1960, tanggal 22 agustus 1960. Dalam 

surat Presiden itu pemerintah berpendapat bahwa perkataan "perjanjian" di dalam 

Pasal 11 tidak mengandung arti segala perjanjian dengan negara asing, tetapi hanya 

perjanjian terpenting saja, yaitu mengandtmg soal politik dan yang lazimnya 

dikehendaki berbentuk traktat (treaty) . Perjanjian ini hams lebih dahulu mendapat 

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam prakteknya dituangkan dalam 

bentuk: Undang-Undang. 

43 W.J.S. Poerwadanninta, dalam Padmo Wahjono, lbid, hal222 
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Sedangkan perjanjian lainnya yang tidak penting adalah perjanjian di luar 

Pasal 11 UUD 1945 dan bentuknya agreement (persetujuan) yang akan disampaikan 

kepada DPR tmtuk diketahui setelal1 disyallkan oleh Presiden. Dalam prakteknya 

perjanjian-perjanjian demikian cukup dituangkan dalam bentuk keppres .44 

Sebagai contoh perjanjian yang diajukan ke Dewan Perwakilan R akyat 

untuk mendapatkan persetujuan dan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yaitu 

pe1janjian RI dengan Malaysia tentang penetapan garis batas ]aut wilayah kedua 

negara di selat malaka melalui UU No. 2 talum 1971. Sedang yang pengesahannya 

dengan Keppres misal persetujuan Republik Indonesia dengan Repnblik India tentang 

perpanjangan gmis batas landas kontinen tahun 1974 antara kedua negara dilaut 

andannan dan samudera hindia yang ditmdangkan denr;an Keppres.45 

Selain treaty dan agreement masih ada bentuk perjanjian lain yang tidak 

dituangkan dalam bentuk UU mauptm Keppres namtm secara langsung mcngikat 

setelah ditandatangani oleh wakil delegasi Indonesia yang mengadakan perjanjian itu. 

Meskiptm pasalll UUD 1945 ini tidak mengharuskan dalam bentuk UU.46 

Adanya perJaBJian Intemasional yang dituangkan dalam bentuk 

Keputusan Presiden dapat menimbulkan permasalahan hukum dan ketidakpastian 

hukum, berkaitan dengan. kekuasaan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian 

~~ Budiman B. Sagala, Praktck Sistem Ketatanega1·aan Menurut UUD 1945, Ghalia Indones ia, 
Jakarta 1982, hal. 44 

45 Syahmin AK, Visi dan Persepsi Tentang Perlunya Amandemen Pasal 11 UUD 1945, Hukum 
dan Pembangunan, No. 4th XVill, Jakarta Juli-Agustus 1998, hal. 241 

46 Syahmin AK, 1bid, hal. 242 
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materiil terhadap semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 

(Pasal 26 UU No. 14 tahun 1970) tennasuk perjanjian l;nternasional yang diwadah~ 

dalam bentuk keputusan Presiden. 

Menurut Harjono, perjanjian intemflsional yang diwadahi dalam bentuk 

keppres hamslah dikecualikan dari kekuasaan MA untuk melakukan hak uji materiil. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 konvensi mengenai the law of treatie$ 

balm'a sebuah negara tidak dapat menggLmakan alasan bahwa pernyataan kehen~ak 

terikat yang telah diberikannya bertentangan dengan hukum nasional sebagai alasan 

untuk menyatakan tidak sah suatu perjanjian yang telah dibuatnya 47 

3.3 Pasal12 UUD 1945 

" Presiden menyatakan keadaan bahoya. Syarat-syarat dan akiba:nya keadgal'/ 

bahaya ditetapkan dengan Undang- Undang. " 

Pasal ini tidak mengalami perubahan tapi apabila dikaitkan dengan Pasal 

20 Undang-Undang Dasar 1945 maka dapatlah diartikan bahwa secara tidak langsvng 

Dewan Perwakilan Rakyat ikut berperan dalam memutuslr.an suatu pemyataa.Il 

keadaan bahaya yang dilakukan oleh Presiden. Hal ini dikarenakan dalarr) 

menyatakan keadaan bahaya harus memenuhi syarat-syarat dan akibatnya kead~an 

bahaya yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dimana kekuasaan un,tuk 

membentuknya ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. 

~7 Hoarjono, Op.cit, haii3-J4 
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Kebqtuhan adanya peraturan darnrat selah1 ada karena kemungkinan 

keadaan luar biasa/bahaya tetap ada. Keadaan damrat/bahaya yang mengancam 

eksistensi suatu negara mtmgkin saja terjadi yaitu suatu keadaan ketika huktun­

hukmn normal tidak bisa langsung mengRtasi situasi tersebut. Agar bisa mengatasi 

keadaan bahaya tersebut dibutuhkan landasan hukum bagi pemerir•tah nntuk 

melakukan tindakan yang bersifat darurat. Yang perlu dipahami pemberlakuan 

hukum keadaan bahaya tidak berjangka waktu lama untuk itu harus ada 

keseimbangan antara keadaan bahaya yang mengancam dan kewenangan yang 

diberikan sehingga mencegah penyalahgtmaan wewenang tersebut. 

Kepentingan negara teriinggi adalah eksistensi negara tersebut, karena itu 

keberadaan peraturan bukum keadaan bahaya sangat mutlak diperlulran. Penggunaan 

peraturan hukt.un darurat/keadaan bahaya harus memenuhi beberapa tmsttr:48 

1. Ada bahaya yang mengancam kehidupan negara yang patut dihadapi dengan 

upaya luar biasa, 

2. Pranata yang umtun dan lazirn sudah tidak dapat lagi menanggulangi 

keadaan bahaya yang mengancam tersebut, 

3. Kewenangan luar biasa yang diberikan oleh hukt.un kepada pemerirrtah 

digunakan untuk mengakhiri keadaan bahaya sehingga situasi nonnal. 

4. Kewenangan luar biasa itu bersifat sementara waktu saja sampai keadaan 

damrat iht dipandang tidak membahayakan lagi . 

~8 Jawa Pos, Rabu 25 Agustus 1999, hal. 3 
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Undang-Undang mengenai keadaan bahaya hingga sekarang masih 

dipakai adalah Undang-Undang No. 23 Prp/1959, dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan 

bahwa Presiden/Panglima tertinggj angkatan perang menyatakan seluruh atau 

sebagian dari wilayah Republik Indonesia dalam keadaau bahaya dengan tingkatan 

keadaan darurat sipil atau darurat militer atau keadaan perang apabila: 

a . Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagjan wilayah 

negara Rl terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana 

alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan 

negara secara biasa, 

b. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayal1 

negara RI dengan cara apapun juga, 

c . Hidup negara berada dalam keadaan bal1aya atau dari keadaan khusus 

ternyata ada atau dikhawatrikan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan 

hidup negara. 

Peng~..;rtian keadaan bahaya juga terdapat dalam Undang-Undang no. 56 

tahun 1999 tentang rakyat terlatih yaitu dalam penjebsan Pasal 21 , yang dimaksud 

keadaan bahaya adalal1 suatu keadaan terganggunya keamanan atau ketertiban umum 

oleh adanya kerusuhan yang disertai dengan kekerasan, pemberontakan bersenjata 

atau keingjnan untuk memisahkan diri dari wilayah negara dengan kekerasan yang 

tidak dapat diatasi oleh aparatur negara secru·a biasa atau adanya ancaman perru1g dari 

atau terjadi perang dengan negara lain . 



K.H. Abdurralunan Wahid, ingin mengulang sejarah masa lalu dengaq 

mengeluarkan Dekrit/Maklumat Presiden yaitu pada tanggal 23 juli 200 l yang is~yq 

mengenai pembekuan MPR/DPR, Pembubaran partai golkar dan percepatan pemilu., 

Saldi Isra berpendapat, posisi ancaman politik tidal( dapat dijadikaq 

alasan untuk mengeluarkanlmenyatakan keadaan bahaya. Kalau posisi po\itil) 

dijadikan alasan untuk menyatakan keadaan bahaya berarti Presiden sedan~ 

mempersonifikasikan dirinya adalah negara.49 

M. Khoidun menyatakan, pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat ti~ak 

dapat dilakukan presiden karena: pertama, secara !wnstitusi tidak dimungkinka.n 

Presiden membubarkan DPR, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Presiden 

sejajar dengan DPR, Kedua, tidak ada keadaan clarurat yang memberikan legitii~as i 

kepada Presiden untuk membubarkan DPR, Ketiga, anggota DPR diLentuk melalut 

pemilu secara langsung oleh rakyat tidak dapat dibubarkan Presiden.50 

Soewoto Moelyosudarmo menyatakan ada 3 kesalahan fatal dalaitJ. 

maklumat Presiden tersebut: Pertama, membekukan DPRIMPR bukan kewenangan 

presiden, Kedua, Pembubarab partai golkar merupakan kewenangan ~v1ahkar\tah 

AgLmg, Ketiga, Penyeraha.tl kedaulatan rakyat tidak dikenal dalam UUD 1945 . Ada 4 

faktor yang menyebabkan gagalnya maklumat Presiden, yaitu tidak adanya dukun~an 

TNI dan POLRI serta clukungan politik DPR/MPR.51 

49 Saldi Isra, Dekrit, Wahid dan Louis XIV, Republika, Sabtu 21 Juli 2001 , hal 4 
50 M.Khoidun, Dek1·it Presiden ten tang Pembubaran DPR, Republika, Sen in, 21 Mei 2001 , h ~t l. 4 
5

t Soewoto Mulyosudanno, Pencabutan Mandat Presiden dalam Sidang lstimewa MPR, .T \1-w~ 
Pos, Selasa 24 J1.li 2001 , hal.4 
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Dekrit/Makltunat Presiden tidak sah karena : pertama, UUD 1945 

menempatkan Presiden sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan 

disebutkan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, Dewan ini tidak dapat 

dibubarkan oleh presiden (berlainan dengan sistem parlementer), Kedua, Keadaan 

bahaya yang dimaksudkan maklumat Presiden tidak sesuai dengan UU No. 23 

Prp/1959 tentang keadaan bahaya. Dalam UU tersebut tingkatan keadaan bahaya ada 

tiga yaitu darurat sipil, darurat militer dan darurat perang. Sedangkan keadaan bahaya 

dalam maklumat Presiden adalah darurat politik yang tidak ada dalam UU tersebut. 

3.4. Pasal13 UlJD 1945 

(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul 

(2) Presiden menerima Duta negara lain 

~ Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 13 ayat (2) diubah dan 

ditambah satu ayat menjadi 

(2) Dalam hal mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan 

Dewan perwakilan Rakyat. 

(3) Presiden menerima penempc;tan Duta negara lain dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwaki/an Rakyat. 

Memmtt Pasal 13 ayat (1) kepada Presiden diberi kekuasaan untuk 

mengangkat Duta dan Konsul. Pasal ini membedakan antara Duta dan Konsul. Dalam 

mengangkat Duta mauptm menerima penempatan Duta negara lain Presiden 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 
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Meskipun dalam kalimat Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) tidak ada katq 

"wajib" narnun ketentuan ini mengandtmg makna imperatif (perintah) oleh karen~ itt~ 

bersifat memaksa ( dwingend), dengan demikian "memperhatikan pertimbanwm 

DPR" mempakan tl1gas konstitl1sional Presiden. Jadi dalam mengangkat Dut(} 

maupun menerima penempatan Duta negara lain harus memperhatikan pertimban~an 

DPR, hal ini mengingat Duta adalah perwakilan diplomatik yang mempakan baqan 

utama yang melakukan hubungan antara negara-negara. Disamping itu seorang D,uta 

(Duta Besar) juga dianggap sebagai wakil-wakil pribadi Kepala Negara atati 

pemerintah negara tersebut secara lembaga dan berkedudukan di ibu kota negara .. 52 

Dalam hal mengangkat KonsuJ, berbeda dengan pengangkata.n Dutq: 

Presiden dalam mengangkat konsul atau menerima konsul negara lain dalam Pasal 13 

ini tidal ada keharusan untuk memperhatikan pertimbangan DPR. Hal ini karena 

konsul bukan perwakilan diplomatik,tt1gas utamanya yaitu melindungi kepentingfll ... 

kepentingan komersil atau perdagangan dari suatu uegara, tapi mereka lazirn 

melakukan bennacam-macam tltgas lainnya misalnya membuat akte not(\risi 

memberikan paspor dan lain-lain.53 Meskipun tidak ada kewajiban untu~ 

memperhatikan perimbangan DPR namun tidak ada salahnya apabila Presiden dalaiT) 

mengangkat Konsul maupun menerima konsul negara lain meminta pertimbangafl 

DPR karena biar bagaimanapun konsul tetap membawa nama bangsa dan negara. 

52 J.G. Starke, Penganta•· Hukum Internasional, terhemahan Justistia Stucty Group,Bandun~ 
1986, hal. 218 

53 J.G. Sarke, Op.cit, hal.221 
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Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) sebaiknya juga berlaku bagi pengangk~tan 

dan penerirnaan Konsul negara lain dengan menambahkan klausula "dan Kons\tl" . 

Adanya keharusan untuk memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagaimana disebutk:an dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) membawa konsekwensi 

apabila tidak memperhatikan maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat melalcu~an 

fungsi kontrolnya (pengawasan) atas jalannya pemerintahan dengan menggun~al) 

hak-haknya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 20A. 

3.5. Pasall4 UUD 1945 

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi . 

-+ Perubab:m pertama tabun 1999 Pasal 14 diubab menjadi 

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikaYJ 

pertimbangan Mahkamah Agung. 

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhati~an. 

pertimbangan Dewan Perwakilan rakyat. 

Dalam melaksanakan wewenang ini ada penegasan untuk memperhatikaJ1 

pertirnbangan lembaga tinggi negara lainnya. Dalam memberikan grasi ~aq 

rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan MA karena ummm1ya berka\tat) 

dengan tindak pidana biasa (kejahatan) yang merupakan wewenang MA seb~gai 

institusi peradilan. Dalam memberikan amnesti dan abolisi harus memperhatikan 

pertimbangan DPR karena umumnya berkaitan dengan tindak pidana politik Yl,lBg 

merupakan wewenang DPR sebagai institusi politik. 

- - ---- --
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Sama halnya uraian pcnulis atas Pasal 13 Undang-Undang Dasar 19;45, 

maka dalam Pasal 14 inipun dernikian juga. Adanya kalirnat "dengan memperhati~all 

perrimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (untuk amnesti dan abolisi)" dan kali1nat 

"dengan rnernperhatikan pertirnbangan Mahkamah Agung (tmtuk grasi dan 

rehabilitasi)." Meskipun tidak ada kata "harus/wajib" dalam memperhatikan 

pertirnbangan Mahkarnah Agung ( untuk grasi dan arnnesti) dan Dewan Perwak:\lan 

Rakyat (amnesti dan abolisi) ketentuan ini mengandung makna imperatif (perintah) 

oleh karen a itu bersitat memaksa ( dwingend). Dertgan demikian memperhatikan 

perti.mbangan Mahkamah Agtmg dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan tugas 

konsritusional yang harus dijalankan Presiden. 

Apabila Presiden tidak memperhatikan pertimbangan Dewan Perwak\lan 

Rakyat maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjalankan ftmgsi pengawa.san 

dengan menggtmakan hak-hak yang dirnilikinya (Pasal 20A Undang-Undang Dasar 

1945). Selanjutnya Dewan PerwakiJan Rakyat dapat memberikan memorandum [, U 

serta dapat meminta diadakannya Sidang Istimewa Majelis Pennusyawaratan Ral\yat 

tmtuk meminta perta.nggw1gjawaban Presiden. 

Apabila Presiden tidak memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agt~ng, 

maka Mahkamah Agung dapat melakukan uji materil atas keputusan Presid.en 

memberikan grasi dan rehabilitasi, atau dapat mengajukan keberr.tan pada DPR 

sebagai lembaga yang mernpunya1 fi.mgsi pengawasan terhadap jalan~1ya 

pemerintahan untuk selanjutnya digunakan mekanisme sebagaimana apabila Presi~en 

tidak rnernperbatikan perti.mbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 



3.6. Pasa115 UUD 1945 

Presiden memberi gelaran, tandajasa dan lain-lain tanda kehormatan . 

_. Perubahan pertama tahun 1999 Pasall5 diubah menjadi 
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Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan Y<?ng 

diatur dengan Undang- Undang. 

Wewenang Presiden dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 ini 

sebelumnya tidak ada peraturan pelaksana yang bisa dijadikan pedoman da,lat~ 

memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehonnatan, sehingga dalani 

memberikan gelar, tanda jasa dan lain··lain tanda kehormatan Presiden menggt.ma~an 

penafsiratmya sendiri secara subyektif tanpa ada standart syarat atau kriteria y~ng 

baku sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. 

Dengan adanya perubaban Pas2.l 15 ini, maka dalam memberikan gelar, 

tanda jasa dan lain-lain tanda kehonnatan harus mengacu pada Undang-Undang y~ng 

dimaksudkan Pasal 15 tersebut. Selama ini ada beberapa Undang-Undang y;;tng 

mengaturnya sebagaimana telah penulis sebutkan dalam Bab II meskipun sebe\um 

perubahan bukan merupakan suatu kehamsan. 

Untuk pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan y~ng 

belum ada aturannya dan belwn diatur dalam bentuk UU hendaknya segera dibuatkan 

UU. Hal ini dibutuhkan terutama keaktifan dan inisiatif DPR untuk membentuk \-}U 

tersebut karena sulit diharapkan inisiatif dari Presiden atau pemerintah un,tu~ 

mengajukan RUU yang dimaksud sebab hal itu justru a:kan membatasi kewenan¥aq 

Presiden dalam memberikan gelar, tandajasa dan lain-lain tanda kehonnatan. 
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4. WEWENANG PRESIDEN SEBAGAI MANDATARIS MPR 

Sebagaimana penulis uraikan dalam Bab II bahwa Presiden seb~gai 

"Mandataris MPR" mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haluan neg~ra . 

Adapun yang dimaksud dengan haluan negara ada dua macam, yaitu: 

- Yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu norma-nonmt 

atau aturan-atu!"an dalam UUD 1945 

- Yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu bervpq 

ketetapan MPR salah satunya adalah GBHN. 

Secara garis besar haluan negara itu mencakup segala peraturm1 

penmdang-tmdangan sebagaimana terdapat dalam Ketetapan MPR No. IHIMPR/2000 

ten tung sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan . 

Apakah Majel.is Permusyawaratan Rakyat dapat menjatuhkan ~tau 

memberhentikan Presiden? Majelis Permusywaratan Rakyat adalalt pemeg~ng 

kedaulatan rakyat terti11ggi (Pasal 1 ayat (2) dan penjelasan UUD 1945 mengenai 

sistem pemerintahan negara angka III.3). Dalam penjelasan disebutkan bal\wq 

Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan be1tanggW1g jawab pada Majelis. 

Ada keharusan konstitusional bagi Presiden untuk tunduk daq 

bertanggungjawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat karena Presiden adalah 

Mandataris Majelis Pennusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dapat menjatuhkan atau memberhentikan Presiden apabila Presiden melanggar hal\1an 

neg<tr<t , y<~itu mel<tlui mek<tnisme pertanggungjawaban Presiden . 
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Pertanggungjawaban Presiden bisa dilakukau pada Sidang Utnum ~taLl 

Sidang Istimewa Majelis Pennusyawaratan Rakyat. Pertanggungjawaban Presi~en 

dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat terjadi pada akhir masa 

jabatannya, apabila pertangg'.lllgjawaban diterima maka Presiden dapat mencaion~an 

kembali untuk periode lima tahun kedua, apabila tidak diterima maka tidak dBJ)af 

mencalonkan Jagi. Pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan dalam Sidang 

lstimewa Majelis Petmusyawaratan Rakyat apabila diterima maka ia da,pat 

melanjutkan sisa masa jabatannya, namun apabila ditolak maka ia harus berhenti . 

Inisiatif untuk meminta pertanggungjawawban Presiden dengaq 

mengadaka.n Sidang lstimewa Majelis Pennusyawaratan Rakyat bisa datang dari O,PR 

ataupun MPR, meskipun pada akhirnya pertanggungjawaban Presiden ha\1Ya 

disampaikan pada MPR karena wewenang memintapertangglmgjawaban Presi~eq 

adalah wewenang penuh MPR tidak ada pada DPR. 

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mem.inta MPR untuk mengadakan 

Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggiungjawaban Presiden dqsar 

huktUnnya terdapat pada: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 bagian penjelasan 

mengenai kedudukan DPR, disebutkan bahwa: ..... kecuali itu anggota-anggota D,PR 

semuanya merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu anggota-anggota OPR 

dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap 

bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan ~leh 

Undang-Undang Dasar atau MPR, maka Majelis itu dapat diundang UI\tuW 

persidangan Istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban Presiden, 
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Kedua. Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

No. IIVMPR/1978 Pasal 7 ayat (4) yaitu: apabila dalam waktu satu bulan 
\ 

memorandmn yang kedua terse but pada ayat (3) pasal ini, tidak di indahkan o
1
leh 

Presiden maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadaka11 

Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, 

Ketiga, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indon~siq 

No. IVMPR/2000 Pasal 50 ayat (3) huruf b, yaitu: Sidang Istimewa Majyli~ 

Permusyawaratan Rakyat adalah sidang yang diselenggarakan oleh Maj~li~ 

Permusyawaratan Rakyat untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban Presi?en 

dalam pelaksanaan putusan Majelis Pennusyawaratan Rakyat. 

Dasar hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengadakan 

Sidang Istimewa MPR untu.k meminta pertanggungjawaban Presiden ada~ah ; 

Pertama, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: "MPR bersidang sedikitnya 

sekali dalam lima tahun di ibu kota negara," 

Kedurr, Ketetapan Majelis Permusyawarat:m Rakyat No. lll/MPR/1 Q78 

Pasal 5 ayat (2): "Presiden wajib memberi.kan pertanggungjawaban dihadapan Sid~ng 

lstimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban 

Presiden dalam pelaksanaan haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau 

Majelis, 

Ketiga, Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik lndon((sia 

No. ll/MPR/2000 Pasal 50 ayat (3) huruf a: Sidang lstimewa Majelis adalah Sid<,~ng 

yang diadakan Majelis selain Sidaug Umum dan Sidang Tahunan Majelis. 



61 

BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapq 

kesimpulan yang bisa ditarik oleh penulis daiam bab terakhir ini, yaitu: 

1. UUD 1945 sebelum perubahan memberikan wewenang yang besar p~:tda 

Presiden. Selain sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4 ), menjalankan 

wewenang pembentuk Undang-Undang (Pasal 5), kepala negara (Pasal 1 Q 

sampai Pasal 15), setia Mandataris MPR. Sehingga Presiden pengL~asa 

otoriter karena mekanisme check and balance antar cabang pemerintahan 

tidak memadai untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. 

2. UUD 1945 setelah perubahan justru memberikan kedudukan yang besar 

pada DPR. Presiden dalam menjalankan wewemmgnya hams mend(\Pat 

persetujuan dari DPR, hal ini menyebabkan perpindahan otoriteri.sme dar~ 

Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 

3. Menguatnya DPR dengan sendirinya dapat meningkatkan fungsi lembaga ini 

sebagai institusi kontrol atas jalannya roda pemerintahan oleh Presiden. 

Namun di sisi lain DPR mengabaikan fungsi utamanya sebagai lemb{lga 
I 

legislatif yaitu membuat UU. Fungsi ini tidak dapRt dijalankan secant efe~tif 

oleh DPR karena seri:1gkali memusatkan perhatirumya pada jalannya fungsi 

kontrol, sehingga terkesan DPR dapat menjatuhkan Presiden. 
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2. Saran 

DPR maupun Presiden memptmyai legitimasi moral dan konstitusio1;1al. 

UUD 1945 tidak mengatur secara tegas pembagian kekuasaan berikut mekani~m~ 

I 
check and balance. Karena itu apabila timbul konflik antara Presiden dengan DfR

1 

penyelesaiannya adalah dengan merubah konstitusi khususnya menyangku\ 

wewenang lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Perubahan ters~but 

mengharuskan beberapa perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu: 

l. Menyangkut .keberadaan MPR, lembaga ini perlu ditata ulang agar tidak 

menjadi lembaga yang dikendalikan lembaga di bawalmya yaitu DPR, 

2. Dalam UUD 1945 perlu ditegaskan sistem pemerintahan kita apa presidensiil 

atau parlementer. Kalau Presidensiil maka tidak perlu ada pembagian tugas 

kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden juga harus dipil.ih secara 

langsung. Bila parlementer perlu ada pembagian tugas antara kepala negar~ 

dan kepala pemerintahan, dalam hal i11i kedudukan DPR akan sangat kuat. 

3. Jika sistem pemerintahan dalam UUD 1945 dipertahankan (bukan 

Presidensiil murni). Maka perlu lembaga "wasit" yang akan menilai ~an 

menyelesaikan konflik antar lembaga tinggi negara. Seharusnya ini 

merupakan tugas MPR namun karena anggota MPR selama ini sebagian 

besar adalah anggota DPR maka hal itu sulit dilakukan. Dalam hal ini tyri\ 

dapat dijadikan sebagai lembaga tersebut, tentu dengan catatan lembaga inj 

harus kuat dan independen serta tidak bergantung pada DPR atau Presi9en 

dimana anggotanya tidak dipilih dan diangkat oleh Presiden. 
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